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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 24 TAHUN
2022 TENTANG BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara optimal perlu diberikan
biaya operasional diberikan biaya penunjang operasional
berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

bahwa Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2022
tentang Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi
saat ini sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c¢, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Besaran
Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
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Menetapkan

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322};

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022
Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

GUBERNUR GORONTALO NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG
BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

[TKARO KABAN
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Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24
Tahun 2022 tentang Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2022 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya penunjang
operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

Ketentuan mengenai penggunaan biaya operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku sejak pengesahan
pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pagd\anggal 23 JUNI 2025

ERNUR GORONTALO,

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 JUNI 2025
SEKRETARIS DAERAH ROVINSI GORONTALO,

#

i~

OFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 8
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